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ABSTRAK 
Permasalahan utama bagi pembangunan Kota Manado adalah masih terbatasnya 
keterlibatan atau lemahnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. Baik dalam tahapan perencanaan program pemerintahan, pelaksanaan 
program hingga dalam tahapan evaluasi. 
Penelitian ini hendak menjawab tiga hal yaitu Bagaimana Partisipasi politik 
masyarakat dalam pembangunan Kota Manado, Apa saja kendala-kendala partisipasi 
politik masyarakat di Kota Manado serta Bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong 
partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado dengan 
menggunakan teori dari Burkens (Hadjon, 1997:2)  yang mengatakan setiap orang 
mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kajian 
ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tentang kendala-kendala partisipasi politik 
masyarakat di Kota Manado dan bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong 
partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado. 
 Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Manado 
belum mendapat kesempatan atau diikutsertakan dalam proses perencanaan atau dalam 
proses pengambilan keputusan. Dalam hal partisipasi politik masyarakat di Kota Manado, 
masyarakat terkendala oleh faktor teknis seperti tidak ada informasi mengenai 
pembahasan perencanaan maupun pembahasan kebijakan, ketidaktahuan masyarakat 
terhadap pokok-pokok masalah yang sedang dibahas, ketidaktahuan masyarakat tentang 
bagimana cara menyampaikan partisipasi, tidak adanya akses/jalur untuk menyampaikan 
partisipasi dan masyarakat lebih memilih konsiten dengan pekerjaanya. Sedangkan kendala 
politis masyarakat dalam berpartispasi adalah tidak diberikan kesempatan dalam forum 
perencanaan maupun dalam perumusan kebijakan, ketidakpercayaan terhadap 
kemampuan penyelenggara, ketergantungan masyarakat dan sikap politik yang berbeda. 
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1. PENDAHULUAN 
Permasalahan utama bagi pembangunan Kota Manado adalah masih terbatasnya 
keterlibatan atau lemahnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. Baik dalam tahapan perencanaan program pemerintahan, pelaksanaan 
program hingga dalam tahapan evaluasi. Kurang terlibatnya masyarakat disebabkan oleh 
beberapa faktor misalnya  keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktahuan terhadap 
proses penyelenggaraan pemerintahan terutama hak-hak dan kewajiban yang ia miliki,  
kenyamanan pribadi atas kemampuan ekonomi telah mencukupi serta ketidaktahuan 
terhadap akses partisipasi. Padalah keterlibatan masyarakat dalam hal penyusunan 
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program-program pemerintah maupun dalam hal perumusan kebijakan-kebijakan publik 
sangat penting untuk dilakukan. Beberapa kasus ditemukan bahwa banyak program 
maupun kebijakan yang dibuat pemerintah daerah mengalami kegagalan akibat tidak 
melibatkan masyarakat.  
Partisipasi politik masyarakat penting sekali dalam rangka dukungannya terhadap 
program atau kebijakan yang hendak ditetapkan. Seringkali program dan kebijakan 
pemerintah daerah tidak optimal karena ketiadaan dukungan masyarakat saat 
implementasi kebijakan itu dilaksanakan. Masyarakat pasif menerima apa yang hendak 
dikerjakan pemerintah daerah ataupun kerap menolak kebijakan itu untuk diberlakukan. 
Hal itu ditandai dengan adanya sejumlah demonstrasi maupun kritik-kritik dalam 
berbagai media massa. Program dan kebijakan menjadi tidak optimal dilaksanakan karena 
apa yang hendak dikerjakan sesungguhnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
atau tidak memecahkan masalah publik yang sedang terjadi.  
Penyebabnya adalah bahwa dalam proses perumusan program atau kebijakan 
tidak melibatkan partisipasi politik masyarakat.  Partisipasi politik sangatlah penting 
karena masyaraktlah yang sesungguhnya paling memahami masalah-masalah yang ia 
hadapi sehingga untuk memecahkan masalah itu penting baginya untuk di libatkan. 
Hasil observasi awal menunjukan bahwa beberapa sebab terjadinya kendala atau 
hambatan masyarakat di Kota Manado dalam memberikan partisipasi politiknya yaitu 
kurangnya kesadaran masyarakat, pemahaman pendidikan politik yang terbatas dan 
ketiadaan akses untuk menyampaikan partisipasi politiknya. Kurangnya kesadaran 
partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat 
kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi. Baginya apapun program atau kebijakan yang 
hendak dilakukan pemerintah tidak akan dapat mempengaruhi atau tidak akan 
berdampak bagi kehidupannya. Kemudian faktor politik ikut pula mempengaruhi 
kesadarannya berpartisipasi. Dinamika politik pemilukada yang menggiring masyarakat 
pada pilihan suka atau tidak suka terhadap elit politik mempengaruhi kesadaran politik 
partisipasinya. 
Kendala atau hambatan lain bagi partisipasi politik masyarakat disebabkan pula 
oleh belum dilembagakannya sistim pendidikan politik masyarakat di Kota Manado. Hal 
ini terlihat dengan masih minimnya anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan 
dalam APBD untuk pembiayaan pemberdayaan atau pendidikan politik masyarakat. 
Selama ini anggaran APBD paling banyak terkuras membiayai kegiatan-kegiatan fisik, 
sementara kegiatan-kegiatan non fisik seperti pemberdayaan atau pendidikan politik 
masyarakat sangat minim. Pendidkan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik (Kesbang) Kota Manado dianggap belum optimal karena kegiatannya hanya 
dilakukan dalam rangka angenda-agneda politik tertentu dan belum dilakukan secara 
regular dan sistematis. 
Peran partai politik yang sesungguhnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan 
politik di Kota Manado selama ini ternyata gagal dalam menjalankan tugas utamanya. 
Partai politik hanya kelihatan sibuk hanya saat menjelang pemilukada, pemilu, pilpres 
maupun Musayawara Daerah (MUSDA) tapi diluar itu partai politik tidak memiliki 
aktivitas apa-apa termasuk penyelenggaraan pendidikan politik pada masyarakat. 
Susungguhnya hal yang diharapkan dari partai politik adalah memfasilitasi pendidikan 
politik masyarakat dalam rangkah menumbuhkan kesadaran partisipasi politik 
masyarakat dalam mempengaruhi penyusunan program dan perumusan kebijakan yang 
hendak dibuat pemerintah Kota Manado bersama Anggota DPRD Manado.  
Partai politik harus mengajarkan masyarakat bagaimana pemerintah daerah 
dalam menjalankan proses pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
penganggarannya. Masyarakat harus tahu proses normatif-nya hingga tugas pokok dan 
fungsi dari pembuat rencana dan sampai pada pelaksanaan pembangunan itu sendiri. 
Dengan demikian masyarakat bisa kritis dan mengawasi cara-cara wajar maupun tidak 
wajar yang bisa saja terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Itulah 
sebabnya dalam hal menunjang tugas pokok dan fungsi partai politik, pemerintah 
menganggarakan anggaran untuk partai politik dalam menjalankan aktivitasnya setiap 
tahun yang jumlah nominalnya dihitung berdasarkan jumlah suara partai politik pada 
pemilu. 
Program-program pemerintah apa saja yang penting untuk melibatkan partisipasi 
politik masyarakat dan mana yang tidak. Kemudian apa sangsi atau apa saja yang bisa 
terjadi jika masyarakat berhak berpartisipasi dalam sebuah rencana program atau 
rancagan kebijakan, tapi kenyataanya hal itu tidak dilakukan. Semua ini perlu disusun 
sebuah pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah 
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka  sangatlah penting untuk 
melakukan kajian atau penelitian tentang bagaimana Pemerintah Kota Manado 
mendorong partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota 
Manado. 
Penelitian ini hendak menjawab tiga hal yaitu Bagaimana Partisipasi politik 
masyarakat dalam pembangunan Kota Manado, Apa saja kendala-kendala partisipasi 
politik masyarakat di Kota Manado serta Bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong 
partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado 
 
 
2. TEORI PARTISIPASI POLITIK 
Keikutsertaan atau peran serta warga Negara dalam berpartisipasi menentukan 
pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, merupakan dimensi utama dalam 
proses politik. Partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, bagi negara yang 
menerapkan sistim politik demokrasi.  Burkens (Hadjon, 1997:2)  mengatakan setiap 
orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan 
berkumpul. 
Hadjon (1997:4-5) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat 
berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan 
tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan 
pemerintahan. Keterbukaan sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang 
baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas 
ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kajian 
ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tentang kendala-kendala partisipasi politik 
masyarakat di Kota Manado dan bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong 
partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado. Dilihat 
dari tujuannya, kajian ini termasuk ke dalam penelitian terapan (applied research) karena 
hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan empiris tentang 
masalah aktual politik dan sosial budaya di Kota Manado. Penggalian data dan informasi 
dilakukan secara mendalam dan rinci untuk dapat menjelaskan keterkaitan isu-isu 
tersebut. Sumber data yang utama diperoleh dari hasil wawancara intensif dengan para 
key informant yang tersebar.  
  
 
4. HASIL PENELITIAN 
Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 110 orang yang diambil dari tiap 
kecamatan dan Setiap kecamatan diambil 10 informan. Informan pada tiap kecamatan  
diambil secara proporsional yang mewakili tiap kelurahan.    
4.1. Pendidikan Informan 
 
Gambar 4.1. Pendidikan Informan 
   
4.2. Profesi Informan 
 
 
Gambar 4.2. Profesi Informan 
    
 
4.3.Deskripsi Partisipasi Politik Masrakat di Kota Manado 
1. Apakah Bapak Ibu sdr pernah mengikuti Kegiatan dalam kaitan dengan pembuatan 
kebijakan di Kota Manado 
 
Gambar 4.3. Keterlibatan Partisipasi Politik 
(jika tidak pernah, pertanyaan 2 dan 3 jangan dilanjutkan) 
2. Kegiatan apa yang pernah diikuti pembahasan RAPBD, RKPD, Musrembang, 
pembahasan APBD, pembahasan Ranperda, program pemerintah lainnya 
 
 
Gambar 4.4. Kegiatan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Manado 
 
3. Mengikuti kegiatan tersebut apakah Bapak Ibu diundang atau inisiatif (kesadaran) 
sendiri 
 
 
Gambar 4.5. Kehadiran Masyarakat dalam Kegiatan Pemerintahan 
 
4. Faktor-faktor teknis apa saja yang menghambat Bapak Ibu tidak terlibat dalam 
partisipasi politik di Kota Manado 
 
 
Gambar 4.6. Kendala Teknis Partisipasi Politik 
5. Faktor-faktor politis apa saja yang menghambat Bapak Ibu tidak terlibat dalam 
partisipasi politik di Kota Manado 
 
Gambar 4.7. Kendala Politis Partisipasi Politik 
 
PEMBAHASAN 
Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demkorasi. 
Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. 
Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil 
keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. 
Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam 
bentuk keikutsertaan, kehadiran,  gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan 
pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.  
Hasil penelitian menyebutkan bahwa baru 25,3 % informan yang dijadikan sampel 
penelitian menyatakan sudah pernah terlibat dalam kegiatan partisipasi politik di Kota 
Manado. Sebanyak 2,3 % informan menyatakan pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrembang), sebanyak 0,46 % informan 
pernah berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja 
Daerah (RAPBD) lewat reses Anggota DPRD, sebanyak 1,15 % informan pernah 
berpartisipasi dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebanyak 
0,46 % informan yang pernah berpartisipasi pada penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebanyak 0,66 % Informan pernah berpartisipasi 
dalam proses penyusunan Ranperda. 
Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan 
disebabkan oleh karena memang mendapat kesempatan dari pembuat kebijakan ataupun 
perencana maupun keikutsertaan karena inisiatif sendiri. Hasil penelitian menyebutkan 
bahwa terdapat 3,91% informan yang terlibat karena mendapat undangan dan sebanyak 
1,38 % informan yang datang atas inisiatif sendiri.  
Menurut Cary dalam Notoatmodjo (2005)  bahwa partisipasi dapat tumbuh jika 
tiga kondisi berikut terpenuhi:  
a. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti ada kondisi yang memungkinkan anggota 
masyarakat untuk berpartisipasi. 
b. Mampu untuk berpatisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi anggota masyarakat 
sehingga mampu untuk memerikan sumbangan saran yang kontruksif untuk program.  
c. Mau berpartisipasi, kemauan atau kesediaan anggota masyarakat untuk berpatisipasi 
dalam program 
 
No Jawaban Informan Disitribusi Informan % 
1 Tidak ada informasi mengenai rancangan 
kebijakan yang sedang dibahas 
19 110 20.9 
2 Ketidaktahuan tentang pokok-pokok masalah 
yang sedang dibahas 
26 110 28.6 
3 Ketidaktahuan bagaimana cara menyampaikan 
partisipasi 
27 110 29.7 
4 Tidak ada akses/jalur penyampaian aspirasi 25 110 27.7 
5 Lebih memilih sibuk dengan pekerjaan 12 110 13.2 
 Total 110  100 
 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kendala partisipasi politik masyarakat 
disebakan oleh dua hal yaitu kendala teknis dan kendala politis. Terkait dengan kendala 
teknis sebanyak 20.9 % informan mengatakan bahwa tidak ada informasi bagi mereka 
mengenai kebijakan atau perencanaan yang sedang dibahas. Peran media massa dalam 
meberikan sosialisasi kepada masyarakat tidak terlalu efektif. Media massa sangat 
terbatas menginformasikan kegiatan-kegioatan pemerintahan maupun DPRD dalam hal 
kebijakan maupun perencanaan. Disatu sisi intensitas masyarakat membaca koran sangat 
terbatas. Kurangnya sosialisasi aparat dikecamatan dan kelurahan menjadi juga faktor 
penyebab ketidakthauan masyarakat terhadapa pembahasan kebijakan maupun 
perencanaan pemerintah yang sementara dibahas. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah 
pada pertemuan-pertemuan umum seperti ditempat ibadah hanya diikuti oleh segelintir 
masyarakat. 
Terdapat 28.6 % Informan menyatakan ketidakpahamannya tentang pokok-pokok 
masalah yang sedang dibahas. Salah satu kendala minimnya partisipasi politik masyarakat 
disebabkan oleh faktor sumber daya manusia masyarakat setempat. Semakin tinggi 
pendidikan dan pendapatan, maka akan berpngaruh pada tingkat pengetahuannya. 
Semakin tinggi tingkat pengetahuannya maka akan berdampak pada sikap partisipasinya. 
Oleh karena itu terbatasnya partisipasi bisa jadi disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan. 
Terdapat 29,7 % informan menyebutkan ketidaktahuan bagaimana cara 
berpartisipasi. Sikap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu belum tersedianya forum 
sebagai sarana bertemunya masyarakat dengan pembuat kebijakan atau perencana. 
Forum Musrembang yang selama ini diadakan oleh pemerintah kota dalam rangka 
menyerap aspirasi untuk penyusunan RAPBD dinilai belum terlalu efektif. Masyarakat 
yang diundang sangat terbatas dan yang hadir kerap bukan sebagai representasi 
masyarakat. Kesepakatan bersama hasil musrembang kerap berbeda dengan produk 
kebijakan. Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Ranperda 
hanya melibatkan masyarakat segelintir masyarakat yang belum tentu dapat mewakili 
banyak orang. Menurut sunarti (dalam suryawan 2004:29), menjelaskan tentang 
hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat 
yang bersangkutan, antara lain adalah sistem birokrasi. faktor ini dapat dijumpai di 
lingkungan pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku 
pada prosedur formal yang komplek. 
Terdapat 27,7 % informan mengaku tidak adanya akses/jalur untuk 
berpartisipasi. Muncunya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi kerap terkendala 
oleh akses untuk menyampaikannya. Undangan pembuat kebijakan atau perencana tidak 
dilakukan secara selektif. Masyarakat yang punya ide atau gagasan terhadap pemecahan 
masalah dimasyarakat belum tentu akan dilibatkan dalam pembahasan. Apalagi 
masyarakat tersebut terlibat kepentingan yang berbeda dengan penyelenggara/pihak 
yang mengundang. Masyarakat yang diundang justru tidak memiliki kepakaan terhadap 
masalah yang sedang dihadapi. 
Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan 
suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga 
faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan 
bagi masyarakat untuk  berpartisipasi, Dorodjatin (dalam Slamet, 2003:18) 
Terdapat 13,2 % informan yang tidak tertarik dengan partisipasi. Informan ini 
sangat pasif dan lebih fokus pada pekerjaanya. Menurut Menurut plumer (dalam 
suryawan, 2004:27), bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat 
lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk 
berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada 
masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan 
keinginan untuk berpartisipasi. 
No Jawaban Informan Disitribusi Informan % 
1 Perbedaan sikap politik (parpol) dengan elit 
pemerintah 
10 110 11 
2 Ketidakpercayaan terhadap pemerintah/DPRD 35 110 38.5 
3 Tidak dilibatkan oleh pemerintah maupun 
DPRD 
52 110 57.2 
4 Masyarakat percaya bahwa pemerintah bisa 
menyelesaikan masalah publik tanpa harus 
melibatkan masyarakat 
13 110 14.3 
 Total 110  100 
 
Selanjutnya kendala-kendala politis yang menyebabkan masyarakat tidak bisa 
berpartisipasi disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapat 57,2 % informan mengaku 
tidak pernah dilibatkan oleh pembuat kebijakan atau perencana. Tindakan ini terjadi 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sikap kritis masyarakat atupun karena perbedaan 
sikap politik masyarakat dengan yang mengundang. 
Terdapat 38,5 % informan yang tidak mau berpartisipasi karena 
ketidakpercayaan terhadap pembuat kebijakan atau perencana. Sikap ini didasari atas 
ketidaksesuaian pilihan politiknya saat pemilu maupun pemilukada. Kemudian 
ketidakpercayaan karena ketidaksanggupan pembuat kebijakan atau perencana 
memenuhi harapan-harapan atau gagasannya. Informan menilai bahwa keterlibatannya 
dalam perumusan kebijakan atau perumusan perencanaan hanyalah akal-akalan dan 
hanya sebatas pada kegiatan seremonial belaka. Dalam hal pengambilan keputusan soal 
kebijakan atau rencana yang hendak dilaksanakan, kepentingan masyarakat menjadi 
hilang dan yang diakomodir justru hanyalah pada kepentingan politik. 
Terdapat 14.3 % informan tidak mau berpartisipasi karena sangat percaya kepada 
penyelenggara pemerintahan mampu menyelesaiakan sendiri masalah-masalah 
kemasyarakat tanpa harus melibtkan publik. Masyarakat menilai bahwa mereka telah 
terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang didasari oleh kepercayaan publik. 
Pada saat pencalonan, publik telah disodorkan visi dan misi setiap calon dan mana yang 
terbaik itulah yang diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk memimpin.  
Kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintah dapat berakibat pada 
ketergantungan.   Ketegantungan justru dapat menghambat masyarakat dalam 
berpartispasi. faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson (dalam 
Soetomo, 2008:214)  bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi 
terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu 
salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan 
partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini 
masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa 
mereka sendiri. 
Terdapat 11% informan tidak maun berpartisipasi karena perbedaan sikap politik. 
Masyarakat tidak mau berpartisipasi karena pemimpin saat ini bukan pilihan politiknya. 
Jadi partispasi politik seseorang sangat tergantung siapa kepala daerahnya arau siapa 
DPRDnya. Karena merekalah yang akan kelak merumusakan kebijakan atau perencanaan 
apa yang hendak diputusakan. Undang-Undang No 32 tahun 2004 menyaakan bahwa 
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan juga penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tingggi. Dalam pasal 18 menyatakan bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain, Bersama dengan Gubernur, Bupati dan 
Walikota membentuk Peraturan Daerah. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, DPRD 
mempunyai hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah”. Dari ketiga 
peraturan tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Daerah (Eksekutif) berperan dalam 
membentuk Peraturan Daerah, sedangkan DPRD mempunyai hak memberi persetujuan 
dan mempunyai hak mengadakan perubahan terhadap materi Peraturan Daerah. 
 
  
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Sebagian besar masyarakat di Kota Manado belum mendapat kesempatan atau 
diikutsertakan dalam proses perencanaan atau dalam proses pengambilan keputusan 
2. Dalam hal partisipasi politik masyarakat di Kota Manado, masyarakat terkendala oleh 
faktor teknis seperti tidak ada informasi mengenai pembahasan perencanaan 
maupun pembahasan kebijakan, ketidaktahuan masyarakat terhadap pokok-pokok 
masalah yang sedang dibahas, ketidaktahuan masyarakat tentang bagimana cara 
menyampaikan partisipasi, tidak adanya akses/jalur untuk menyampaikan 
partisipasi dan masyarakat lebih memilih konsiten dengan pekerjaanya. 
3. Sedangkan kendala politis masyarakat dalam berpartispasi adalah tidak diberikan 
kesempatan dalam forum perencanaan maupun dalam perumusan kebijakan, 
ketidakpercayaan terhadap kemampuan penyelenggara, ketergantungan masyarakat 
dan sikap politik yang berbeda. 
 
Saran 
1. Diperlukan strategi mendorong partistipasi politik masyarakat dalam setiap 
perumusan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pemerintah Kota Manado 
2. Diperlukan pola dan strategi tentang mekanisme keterlibatan masyarakat dalam 
dalam perencanaan dan perumusan kebijakan 
3. Perlu dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang tatacara dan mekanisme 
masyarakat dalam menyampaikan partisipasi di Kota Manado yang berisi prosedur 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi serta 
evaluasi 
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